PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

Menimbang

PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

bahwa struktur pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada
pengelolaan keuangan daerah dengan perkiraan yang
terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi

Peraturan Daerah.



Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286});

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 457 3);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 515);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah;

Laporan Badan Anggaran tentang hasil Pembahasan atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah;

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MARANG
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KADAﬂ LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

O 00 O Ul - WK -

. Wali kota Semarang;

. Pimpinan DPRD Kota Semarang;

. Para Anggota DPRD Kota Semarang;

. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

. Para Asisten Sekda Kota Semarang;

. Inspektur Kota Semarang;

. Para Kepala Badan Kota Semarang;

. Para Kepala Dinas Kota Semarang;

. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/11 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DAERAH

REKOMENDASI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

PERATURAN DAERAH

. Untuk menjamin Fiskal Daerah diawal tahun Pemerintah Kota
Semarang perlu mempertimbangkan besaran Silpa yang ideal
kurang lebih 5%;

. Pemerintah Kota Semarang supaya meningkatkan kinerjanya
untuk mencapai target serapan anggaran sampai bulan Desember
lebih dari 90%;

. Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program dan
kegiatan harus benar-benar melaksanakan program tersebut
sesuai dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2024 - 2029;

. Pemerintah Kota Semarang agar lebih memperbesar belanja modal
daripada belanja operasional agar bisa meningkatkan aset
Pemerintah Kota Semarang, juga sebagai bukti mayoritas belanja

untuk masyarakat.
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